vy TP T TR et

KEPUTUSAN BUPATI MUNA -
NOMOR 13 /M TAHUN 2004
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TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEXOLAH DASAR (SD), SEKOLAH
MENENEAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

BUPATL MUNA

s arnang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepalo Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Muna Nomor 0611 / 2770 Tanggal
11 Szprember 2004 maka untuk memperiuas daya
tampung Sekolah Dasar  ( SD ), Sekolah menengah
Pertama { SMP ) dan Sekolah Menengah Atas ( SMA )
dipandang perlu membentuk Kelembagaan Sekolah
Dasar { 5D ) Sekolah Menengah Pertama { SMP ) dan
Sekolah Menengah Atas ( SMA ).

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimalsud pade huruf a diatas, maka perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna.

Mergingal : 1. Undang - Il.'.ndang Nomor 29 Tahun 1959 fentang
Pembentukan Daerah - daerah di Sulawesi |

> Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dasrah

% Undang - undang Nomor 25

Pusal dan

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
daerah -

4, Undane - undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang
Sistem  rendidiken MNasional ;

5 Peraturan Pemerintah Nomer 29 tahun 1990 tentang
Pendidilkan Menengah Urum ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang
Peran Serta Masyaraket dalam  Penyelenggaraan
Pendidikan Nasional ;

’ 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

- . Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Da-er'ahl.-_.___‘_,.;_";_I_h__
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Feraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tent
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tent
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undan
dan Bentuk P.ancang'an Undang - undang, Rancanc

y Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputus
Presiden . _

11, Keputusan Menteri - Pendidikan Nasional Nor
010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Ker
Departemen Pendidikan Nasional ;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Caer
Momor 21 Tahun 2001  tentang  Teki
Fenyelenggaraan dan Materi Muetan Produk - pred
Hukum Daerah;
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3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daer
| Momor ZZ Tahun 2001 fentang Bentuk Produk
; aroduk Hukum Daerch ; .

4 Kepotusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 41 Tehy
2001 tentang Pengawasan Redresif Kebijakan Daerct

15. Keputusan Bersama Menter: Pendayagunaan Aparat;
Negaira dan  Menteri Dalam  Neger:  Nom:

QI/SKBM/M.Pan/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksar
17 Tahun 2003 Peraturc

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentar:
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturc

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenan:

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegaw:

Negeri Sipil ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahu

l 2000 sebogaimana telah diubah dengan Paratura

Daerah Kaobupaten Muna Nomor 14 Tanus 200

e

tentang  FPembentukan Organisasi  Dines  Jsoera
'Fr'bs_::micn mUna ;

epuiusan Bupati Muna Nomor 30 Tahur 20U

se;;un_';mrncxm telah diubah kedua kali, dengae
Keputusan Bupati Muna nomor 14 Tahun 2002 tentarn
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangar

Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pandidike

pa

clesicnal Kebupaten Muna,

MEMUTUSKAN

L""Uf AN BUPATI MUNA TENTANG PEMB‘:!\:"’JFA‘“
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Pasal 1 _
Membentuk Sekolah Dasar (SD), dengan Nama dan Lokasi
sebagaimand tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2
Bagan Sususnan Organisasi Sekolah Dasar (SD), sebagaimana

tercantum pada Lampiran II Keputusan ini,

Pasal 3
Membentuk Sekolah Menengeh Pertama (SMP), dengan Nama
dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IIT
Keputusan ini.

Pasal 4
Ragar Susunan  Organisasi Sekolah Menengah Perfama
( SMP ), scbogaimang tercantum pada Lampivan IV
Keputusan ini

A %
Pasal B

Membentule Sekolah Menengah Atas ( SMA ), dengan Nama
dan lLokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V
Keputusan ini.

Pagal 6
Saqan Susunan Organisasi 5ekolah Menengah Alas ( SMA ),
sebagaimans TercanTum pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 7
Segula  Dlayd  yang dikeluarsan  sehubungan  dengan
pelaksnaaan  Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendanaton dan  Belanio Daerah melalui  Dask Dinas

Pendidikan rasional
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fasal 8

Keputusan ifi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang, dapat  mengetchuinya
memerintahkan  pengundangan  keputusan
menempatkannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Agar  supaya  setiap
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SERKRETARES DAERAH KABUPATIEN MUNA

Drs. H. LA ODE KILO
Pembina Utama Muda Gol 1V/¢
NIP. 590002689

Ditetapkan di  Raha
Pada Tanggal 20~ (0

BUPATI MUNA,

DEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2004

NOMOR 12

ini  dengan

2004



LAMPIRAN V. KEPUTUSAN BUPATI MUNA

NOMOR G By TAHUN 2004
TANGGAL 20 Ocrome e 2004

rd

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH
MENEGAH ATAS ( SMA )

_NO
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NAMA SEKOLAH [ KECAMATAN | KABUPATEN | KET |

SMUN 1 WAKORUMBA UTAF’.Aﬁ\ WAKORUMBA UTARA MUNA

| SMUN 1 LOHIA | LOHTA MUNA |
| SMUN 1 KABANGKA | KABANGKA | MUNA
| SMUN 1 MAGINTI | MAGINTI | MUNA |
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 12 s TAHUN 2004
TANGGAL 0 CleonheEl- 2004
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